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Tolak B.ayar Paj',ak, Pemilik Kos akan
Dapat Sanksi Administrasi dan Pidana

DPPKAD
 .DariHal 13

sosialisasi terus kita laku-
kan, agar pemilik rumah
kos dapat sadar mem-
bayar pajak,” tegasnya.
Lebih lanjut,
Herman

. ministrasi

menegaskan

pembayaran pajak kos

tersebut - wajib hukum-
nya. Sebab bila pemi-
lik kos menolak mem-
bayar pajak maka akan
dikenakan sanksi ad-
dan sank-
si = pidana berdasar-
kan Perda No. 3 Tahun
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2014 tentang Pajak
Daerah. Sayangnya,  ia
tidak menyebutkan dan
menjelaskan degan jelas
sanksi pidana yang di-
maksud. "Untuk sank-
sinya semua sudah jelas
di atur dalam Perda,” se-
butnya.(nto)
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Jadi sosia-
lisasi terus
kita laku-
kan, agar
pemilik
rumah kos
dapat sadar
membayar
pajak,”

: HERMAN FARID
Kabid Pendapatan | DPPKAD Kota Palu.

Kejar Pemasukan Target
" Pajak Rp9 55 Miliar

' PALU-Meski sempat
mendapatkan penolakan dari
pemilik kos, Pemkot Palu
melalui Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kota
Palu, telah memberlakukan

Pajak Kos pada 2015 ini. Di
mana DPPKAD akan memun-

- gut pajak dari usaha penye-

waan kamar kos yang memiliki
10 petak kamar, dengan tarif
10 persen dari omset. per bu-
lan. Sama halnya dengan pa-
jak hotel.

Kabid Pendapatan I
DPPKAD Kota Palu, Herman
Farid = mengungkapkan ber-
lakunya pajak tersebut ber-
dasarkan Peraturan Daerah
(Perda ) No. 1 Tahun 2011 dan
perubahan Perda No. 3 Tahun
2014 tentang Pajak Daerah,
Maka dari, jelas Herman, pada
tahun ini DPPKAD sudah me-
mungut pajak rumah kos.

Dia pun berharap pendapa-
tan sektor pajak ini akan mem-
bantu mengejar target pener-
imaan Pajak Hotel sebe-
sar Rp9,55 miliar di 2015 ini.
Berdasarkan survei dan pen-
dataan oleh pihaknya, Herman
mengungkapkan ada . 300
rumah kos di Kota Palu yang
akan terkena pajak ini. “Jadi
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